SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang dilakukan
oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sarana dan
Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor, perlu dilakukan rasionalisasi jumlah Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sarana dan Prasarana
Olahraga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 37
Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sarana dan
Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.Undang-Undang .........
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4016) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193)

8.Peraturan .........
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Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga pada
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 384);

MEMUTUSKAN .........
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MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 37
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLA
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 37
Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sarana dan Prasarana
Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 384)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2, diubah sehingga keseluruhan
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelola Sarana
dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bogor, yang berkedudukan di Kecamatan
Cibinong.

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 13 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Pengelola
Sarana dan Prasarana Olahraga I, UPT Pengelola Sarana dan
Prasarana Olahraga II dan UPT Pengelola Sarana dan
Prasarana Olahraga III yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor masih tetap
menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan
dilakukannya penempatan aparatur pada struktur organisasi
Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana dan Prasarana
Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasalll .........
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 Mei 2013

BUPATI BOGOR,
ttd

RACHMAT YASIN
Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd

NURHAYANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

IAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON



